
REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN 4
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2024

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Per 
TW

Target 
Kinerja

Realisasi
Capaian 

(%)
Aksi yang Telah Dilaksanakan untuk 

Pencapaian Kinerja
Per TW Target Realisasi Capaian

Hambatan/ 
Permasalahan 

Dalam 
Pencapaian 

Target

Tindak Lanjut yang 
Telah/ Harus 
Dilaksanakan

Program Kegiatan
Indikator Output 

Kegiatan
Target Realisasi  Anggaran Ket

1 2 3 4 5 6 0 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1. Meningkatnya Tata 

kelola Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Pemerintah Dearah 
provinsi

1. Indeks Domain 
Kebijakan Internal 
SPBE;

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

3,4

0
0

0
0

1. Melakukan Pengembangan 
Aplikasi/Website;
2. Melakukan penilaian mandiri Indeks 
SPBE Tahun 2024;
3. Melakukan reviu layanan OPD;
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama 
dengan UPI (YPTK) Padang dan PT. 
Semen Padang terkait Peningkatan SPBE;

3.4 3.7 109% Penyelenggaraan 
SPBE belum 

didukung dengan 
regulasi yang 
komprehensif 

dan selaras 
dengan 

Kebijakan Pusat

Menyusun regulasi 
yang sinkron 

dengan 
Pemerintah Pusat

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
APLIKASI 
INFORMATIKA

Pengelolaan e-
government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 
Provinsi

Indeks SPBE 3.76 -Rp 9,293,496,755-                     -Rp 10,033,896,128-             

2. Indeks Domain 
Tata Kelola SPBE;

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

3,8

0
0

0
0

TW 4 3.8 3.8 100%

3. Indeks Domain 
Layanan SPBE;

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

4,26

0
0

0
0

4.26 4.26 100%

4. Indeks Domain 
Manajemen SPBE.

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

2,6

0
0

0
0

2.6 2.91 111.92

2. Meningkatnya 
Keamanan 
Informasi (KAMI)

Indeks Kemanan 
Informasi (KAMI)

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

66%

0
0

0
0

1. Melakukan penerbitan Tanda Tangan 
Elektronik pada RSUD dan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat. 
2. Melakukan sosialisasi menuju ISO SNI 
270001 kepada OPD se-Provinsi 
Sumatera Barat.
3. Melakukan penyusunan SOP 
Keamanan Informasi Publik. 
4. Melakukan penilaian mandiri Indeks 
KAMI tahun 2024.

Tw 4 1300

1 kali

1500

1 kali

115,38%

100%

Tidak ada - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI

1. Penyelenggaraan 
Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi

Tingkat Keamanan 
Informasi

66% - -Rp 452,000,000-                   Nilai Indeks 
KAMI akan 
diterbitkan oleh 
BSSN pada TW 4

2. Penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi 
Sandi antar Perangkat 
Daerah Provinsi

Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Melakukan Pola 
Hubungan 
Komunikasi Sandi

51 OPD 51 OPD -Rp 65,000,000-                     

1 dok

20 dok

1 dok

20 dok

100%

100%

3. Meningkatnya 
Pemanfaatan Data 
Statistik Sektoral

Jumlah OPD yang  
memanfaatkan Data 
Statistik untuk 
Perencanaan 
Pembangunan

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0

40%
80%

0
0

0
0

1. Melakukan audiensi Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat dengan BPS 
untuk perencanaan EPSS Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2025.

Tw 4 1 kali 1 kali 100% - - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL

1. Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah Provinsi

Persentase 
ketersedia data 
statistik sektoral

- - -Rp 465,000,000-                   

1 kali 1 kali 100%

0 1 kali 1 kali 100%

Persentase OPD yang 
memanfaatkan Data 
Statistik untuk Evaluasi 
Pembangunan

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

20%
35%
70%
81%

20%
35%

100%
100%

2. Melakukan verifikasi PDRB Tahun 
2024.
3. Melakukan penilaian mandiri EPSS 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengikuti penilaian EPSS bersama Tim 
Penilai EPSS Nasional. 

Tw 4 1 dok
1 kali

1 kali

1 dok
1 kali

1 kali

100%
100%

100%

Tidak ada - 35% 35%

4. Meningkatnya 
Penyebarluasan 
informasi 
kebijakan, program 
prioritas dan 
strategis 
pemerintah

Persentase Masyarakat 
yang menerima 
informasi terkait 
kebijakan, program 
prioritas dan strategis 
pemerintah 

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

30%

0
0

0
0

Menyusun tim; pembagian tugas dan 
melaksanakan rapat awal masing-masing 
Sub Kegiatan; menyusun KAK; jadwal 
kegiatan; Surat Keputusan (SK) pengelola 
sub kegiatan; update SOP layanan publik. 

Tw 4 30% 30% 100% 1. Belum 
memadainya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pembuatan 
konten 
informasi; 2. 
Pelaksanaan 
kegiatan 
dilakukan pada 
akhir tahun 
anggaran; 3. 
Potensi banyak 
kegiatan yang 
tidak bisa 
dibayarkan, 
karena GU akhir 
tahun tidak 
mencukupi untuk 
pembayaran 
kegiatan yang 
sudah dilakukan.

1. Memaksimalkan 
fungsi sarana dan 
prasarana yang 
ada dan 
mengusulkan 
pengadaan 
perangkat 
pendukung;
2. Telah 
dilaksanakannya 
peliputan kegiatan 
unsur pimpinan 
daerah dan 
perangkat daerah 
berupa kegiatan 
expose berita ke 
media yaitu media 
cetak dan media 
elektronik serta 
media sosial 
seperti instagram, 
youtube dan 
tiktok.

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Provinsi

Persentase 
Masyarakat yang 
menjadi sasaran 
penyebaran 
informasi Publik 
mengetahui
kebijakan dan 
Program Prioritas 
Pemerintah

30% 30% -Rp 10,256,452,080-             

Menugaskan tim melakukan 
pengumpulan data dari beberapa 
narasumber untuk membuat siaran pers 
dan / konten informasi; mempersiapkan 
jumpa pers dengan media lektronik, 
online dan cetak

Menugaskan tim untuk membuat 
rilis/berita, flayer, infografis dan foto 
jurnalistik dari kegiatan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) atau pimpinan.

Menyunting naskah siaran pers dan 
konten informasi lainnya; Melaporkan 
Rilis Berita / konten informasi lainnya 
yang siap diterbitkan kepada Pimpinan



4. Meningkatnya 
Penyebarluasan 
informasi 
kebijakan, program 
prioritas dan 
strategis 
pemerintah

Persentase Masyarakat 
yang menerima 
informasi terkait 
kebijakan, program 
prioritas dan strategis 
pemerintah 

0
0
0

30%

0
0

0
0

Melayani permintaan zoom meeting, live 
streaming; publikasi melalui media 
informasi luar ruang

1. Belum 
memadainya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pembuatan 
konten 
informasi; 2. 
Pelaksanaan 
kegiatan 
dilakukan pada 
akhir tahun 
anggaran; 3. 
Potensi banyak 
kegiatan yang 
tidak bisa 
dibayarkan, 
karena GU akhir 
tahun tidak 
mencukupi untuk 
pembayaran 
kegiatan yang 
sudah dilakukan.

1. Memaksimalkan 
fungsi sarana dan 
prasarana yang 
ada dan 
mengusulkan 
pengadaan 
perangkat 
pendukung;
2. Telah 
dilaksanakannya 
peliputan kegiatan 
unsur pimpinan 
daerah dan 
perangkat daerah 
berupa kegiatan 
expose berita ke 
media yaitu media 
cetak dan media 
elektronik serta 
media sosial 
seperti instagram, 
youtube dan 
tiktok.

Persentase 
Masyarakat yang 
menjadi sasaran 
penyebaran 
informasi Publik 
mengetahui
kebijakan dan 
Program Prioritas 
Pemerintah

Menyiapkan administrasi pencairan 
Hibah operasional KPID Termyn I dan II

Layanan Informasi Publik terkait dengan 
Keterbukaan Informasi dan Layanan 
Pengaduan melalui Aplikasi SPAN LAPOR 

Menyiapkan administrasi pelaksanaan 
kegiatan Rakor PPID; Workshop 
Penyusunan DIP & DIK dan Rakor 
Pengaduan (SPAN LAPOR)

Menyiapkan adminsitrasi dan 
pelaksanaan Pengadaan 1 unit Videotron 
indoor 

Menyiapkan administrasi dan 
melaksanakan publikasi melalui media 
elektronik, media sosial dan media cetak

Menyusun laporan masing-masing Sub 
Kegiatan

1 kali
1 kali

1 kali
1 kali

100%
100%

5. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Organisasi

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
BB(73)

0
BB

(73,42)

0
100,5%

1. Melakukan penyusunan dokumen 
perencanaan dan penganggaran berserta 
perubahan;
2. Melakukan evaluasi kinerja internal;
3. Mengikuti evaluasi Sakip Tahun 2024;

Tw 2 2 dok

1 dok
1 dok

2 dok

1 dok
1 dok

100%

100%
100%

Tidak ada - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Persentase 
sisnkronisasi 
perencanaan dan 
pelaksanaan kinerja 
perangkat daerah

4 dokumen 4 dokumen -Rp 293,071,900-                   

2. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Persentase 
ketercapaian 
realisasli keuangan 
perangkat daerah

55 orang/bulan 55 orang/bulan -Rp 9,508,919,566-                
6. Meningkatnya 

kualitas pelayanan  
organisasi

Tingkat kepuasan 
terhadap pelayanan 
organisasi

TW 1
TW 2
TW 3
TW 4

0
0
0

92%

0 0 - - - - - - - 3. Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah

Persentase  tertib 
administrasi BMD

2 dok, 6 unit 2 dok, 6 unit -Rp 187,004,750-                   

4. Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah

Persentase tertib 
administrasi 
kepegawaian dan 
kapasitas 
sumberdaya 
aparatur

100% 100% -Rp 146,248,000-                   

5. Administrasi  Umum 
Perangkat Daerah

persentase tertib 
administrsi umum 
perangkat daerah

100% 100% -Rp 1,715,002,852-                

6. Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah

Jumlah paket mebel 
yang di sediakan

1 paket - -Rp 91,567,600-                     

7. Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

ketersediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintah daerah

100% 100% -Rp 1,901,581,205-                

8. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah

persentase barang 
milik daerah dengan 
kondisi baik

100% 100% -Rp 441,625,000-                   

Padang,         Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si

Nip. 19670928 199203 2 002



1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

100,56% 1. Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Sinkronisasi 

perencanaan dan pelaksanaan 

kinerja perangkat daerah

85%;                  

5 Dok

 3 Dok Rp234.166.900 Rp147.751.010 63,10%

2 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase ketercapaian 

realisasli keuangan perangkat 

daerah

85 orang/ 

bulan

85 orang/ 

bulan

Rp9.720.578.150 Rp8.273.168.821 85,11%

3. Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Persentase  tertib administrasi 

BMD

2 dok,             

6 unit

 1 Dok,         

2 Unit 

Rp205.390.485 Rp137.899.388 67,14%

4. Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase tertib administrasi 

kepegawaian dan kapasitas 

sumberdaya aparatur

6 orang / 

Pegawai

0 Rp171.476.000 Rp136.575.714 79,65%

5. Administrasi  Umum 

Perangkat Daerah

persentase tertib administrsi 

umum perangkat daerah

12 Lap.  3 Lap Rp2.308.132.632 Rp2.196.942.097 95,18%

6. Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah paket barang BMD 

yang di sediakan

7 paket 0 Rp380.220.000 Rp8.920.000 2,35%

7. Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

ketersediaan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah

3 paket / 

bulan

2 paket / 

bulan

Rp1.791.145.411 Rp1.376.330.562 76,84%

8. Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

persentase barang milik daerah 

dengan kondisi baik

100%                 

(9 Unit)

22%                 

(2 Unit)

Rp705.313.828 Rp285.762.235 40,52%

Tingkat Kepuasan Terhadap 

Pelayanan Internal Organisasi

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Internal Organisasi

2. 92% 84% 91% 1. Banyaknya penambahan indikator dalam 

metode survey baru yang menggunakan  

aplikasi berdampak capaian pada target yang  

ditetapkan

1. Melakukan review terhadap hasil penilaian 

survey tingkat kepuasan  pelayanan internal 

organisasi tahun sebelumnya

1. Melakukan inventarisasi dan identikasi 

tambahan indikator baru dalam survey 

kepuasan dan mengantisipasi serta 

melengkapinya dalam pelayanan internal 

organisasi

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi

BB (73,42)

Padang,   31 Desember 2024

SEKRETARIS

ONI FAJAR SYAHDI, MMA

NIP. 19670928 199203 2 002

1. Melengkapi dokumen pendukung 

evaluasi, review dan penilaian lainya         

2. Merekrut petugas khusus untuk 

menangani monitoring, evaluasi dan 

pelaporan

1. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

OPD

BB (73) 1. Mengkoordinir penyusunan dokumen 

pengukuran kinerja dan laporan kinerja                             

2. Mengkoordinir penyusunan dokumen 

perencanaan, penganggaran dan pelaporan;

3. Melakukan evaluasi kinerja internal 

1. Belum lengkapnya dokumen pendukung 

evaluasi, reviu dan penilaian lainnya;;

2. Tidak adanya petugas khusus yang 

menangani monitoring, evaluasi dan  

pelaporan (mutasi)   

Realisasi  Anggaran   Realisasi Anggaran CapaianIndikator Output Kegiatan Target

3 11

Hambatan / Permasalahan Dalam 

Pencapaian Target

Tindak Lanjut yang Telah / Harus 

Dilaksanakan
Program Kegiatan

REALISASI RENCANA AKSI SEKRETARIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN 4 TAHUN 2024

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terget 

Kinerja                     

2025

Realisasi 

Trw-4

Capaian 

(%)

Aksi yang Telah Dilakukan untuk 

Pencapaian Target Kinerja



REAIISASI RNNCANA AKSI

DINAS KOMUMTIdSI, INFORMAIIKA DAN STATLSTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

Meningkatkannva Tata

Kelola TeknoloEi

lnformasl dan

Komunikasi Pemerintah

Tersedianya aplikasi

layanan publik dan

layanan

pemerintahan

1- 3" 700r/o 1. Melakukan Pengembangan

Aplikasi sesuai denBan SOP

2. Pemeliharaan Aplikasi dan

Website

OPD yang fieminta
aplikasi belum

menyerahkan KA(
pemintaan aplikasi

Menunggu KA(
pembangunan

aplikasi dari OPD

terkait

Pengelolaao

Aplikasi

lnformatika

Pengelolaan E

Government di
LingkuP

Pemerintah

Provinsi

Sumalera Barat

lndeks SPBE 3,4 3,85 ##il#####dd4#### Rp9.293.496.755 92,62%

Ketersediaan

Jaringan lntra dan

Internet Pemprov

sumbar

7 1 708/a 1. Monitoring rutln
akses internet ke OPD

2. Pemeliharaan rutin
infraslruktur Jaringan OP0

(etersediaan Akses

lnternet di
sMA/SMK/SrB dr

Kab/Kota

1 1 700% Pemeliharaan dan monitdang
akees internet di sLTA/sN/lK/SLB

Ierselen8garunya
Monev Ekosistem

SPBE

7 7 t)wo I:fr;;66T;;;G;PBE K"

kementerian terkait

2. Melakukan pembinaan sPBE ke

Diskominfo Kab/Kota

Te15usunnya

Regulasi Tata (elola

SPBE

7 I 1.00% 1. Finalisasi Harmonisasi

Ranperda sPBE dengan Kanwil

Hukum HAM

2, Pembahasan Ranperda

sPBE/Pemdi dengan DPRp

3. Melakukan Rwiu Arsitrktur
SPBE dan pembuatan S(

Pemerintah Pusat sedang

menyusun Perpres

tentanB Pemerintah

Digital

Muatan psal pada

Ranperda gPgE akan

disesuaikan dengan

Perpres Pemerintah

Digital

Terselenggaranya
pengelolaan Sistem

Elektronik

7 ! r00% 1. lnventaris data subdornaln

aplikasi dan website
2. Kotrdinasi dengan OP,
pengelola aplikasi untuk data

dukung PSE

3. Mendaftarkan aplikasi ke

layanan.kominfo.go.id

Data dukung
pembangunan aplikasi

tidak lengkap dari OPD

seperti regulasi, SOP dan

sK pengelolaan aplikasi

Meminta OPD

terkait
menyediakan data
dukung PSE

Padarg. 3 I l)esenrber 2024

Kepala Bidmg Aplikmi Infomatika

.m,#,i,fiu.r-
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